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BAB V 

PENUTUP 

1.1.  Kesimpulan  

sesuai akibat penelitian yang dilakukan sinkron dengan rumusan 

problem sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Donasi dana bagi yang akan terjadi pajak tunggangan bermotor buat 

Kabupaten Bima adalah 30% per kuartal dan  hasil asal donasi 

dipergunakan untuk menciptakan fasilitas awam mirip sekolah, sentra 

kesehatan, jalan dan  bangunan lainnya. berdasarkan tabel periode 2017-

2021 bisa disimpulkan bahwa pemungutan pajak tunggangan bermotor 

pada 5 tahun berada pada keadaan naik turun tak menentu. Diketahui, 

tarif pajak kendaraan bermotor tertinggi di tahun 2021 merupakan Rp. 

15.620.491.243. serta yang terendah di tahun 2017 sebesar Rp. 

9.976.310.531. 

2. Efektivitas Pajak kendaraan Bermotor (PKB) belum dilaksanakan secara 

optimal, karena wajib  pajak belum secara sadar memenuhi kewajiban 

perpajakannya. dan  penetapan tujuan setiap tahun berbeda sesuai papan 

secara keseluruhan, sasaran terbesar merupakan di tahun 2021sebesar Rp. 

13.916.991.304 dan  sudah terlaksana sebanyak Rp. 17.632.811.358. 

3. Faktor pembatas dan  kesulitannya ialah kurangnya pencerahan warga , 

yang menjadi kendala serta kesulitan bagi Samsat, yaitu kurangnya 
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pemahaman masyarakat ihwal pentingnya pajak kendaraan bagi rakyat 

pembangunan wilayah. serta upaya Samsat mengatasi hambatan tersebut 

memberikan pelayanan buka 2 jam di setiap kecamatan dan  desa melalui 

kendaraan keliling Samsat, delivery dan  perangkat lunak Samsat. 

1.2. Saran  

Adapun beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat 

dilakukan oleh peneliti antara lain: 

1. Agar pemerintah mempertahankan dan bekerja lebih keras lagi untuk 

meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, karena penerimaan 

pajak kendaraan bermotor pada UPTBUPPD Kabupaten Bima memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Pokok Daerah (PAD) di 

Kabupaten Bima dengan memperketat sanksi dan meningkatkan sistem 

administrasi. 

2. Adapun bagi peneliti lain dapat melakukan penelitian lanjutan, terutama 

melengkapi dengan data PAD yang dapat memberikan kontribusi yang 

banyak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bima. 

3. Bagi peneliti, penyusunan skripsi ini dirasa belum sempurna karena 

banyak kekurangan, perlu kritik yang membangun dan kontribusi dari 

berbagai pihak agar kedepannya peneliti dapat menyempurnakan dan 

mensistematisasikan penulisan skripsi dengan benar  
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Foto bersama Kasubag Tata Usaha UPTB-UPPD Kabupaten Bima 
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Foto Bersama Kasi Pendataan dan Penetapan UPTB-UPPD Kabupaten Bima 
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